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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan pengukuran tanah hak milik (Letter C) di Kecamatan Kalasan 

menggunakan  alat ukur berupa meteran, theodolite dan total station. 

Penggunaan alat-alat tersebut menghasilkan koordinat batas-batas bidang 

tanah sehingga dapat diketahui bentuk, batas dan luas tanah yang 

dituangkan dalam gambar ukur yang merupakan bagian dari sertipikat. 

Pelaksanaan pengukuran dalam hal ini hasil pengukuran yang oleh petugas 

ukur Kantor Pertanahan Sleman tidak sesuai dengan ukuran yang ada pada 

Letter C. Ke 25 orang responden tersebut  merelakan luas tanahnya 

berkurang. Apabila responden tidak menerima luas tanahnya berkurang 

maka proses pendaftaran untuk penerbitan sertipikat akan dibatalkan dan 

akan dilakukan pengukuran ulang kembali. Hal ini mengakibatkan dalam 

penerbitan sertipikat akan memakan waktu yang lama dan pemohon akan 

mengeluarkan biaya lagi untuk pengukuran tanah ulang. Selain itu 

responden yang tanahnya berkurang sebelumnya sudah diberikan 

pemahaman oleh dukuh setempat agar dapat menerima apabila tanahnya 

berkurang untuk mengantisipasi adanya kesalahpamaham di kemudian 

hari. 

2. Pelaksanaan pengukuran tanah hak milik (Letter C) sudah mewujudkan 

kepastian hukum bagi 10 orang pemilik tanah dengan Letter C yang 
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sedang dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah dimana sampai pada 

tahap pengumuman tidak ada pihak yang mengajukan keberatan/gugatan 

terhadap hasil pengukuran tanah meskipun sertipikat belum diterbitkan 

dan bagi 15 orang pemilik tanah yang mengkonversi Letter C  sudah 

mewujudkan kepastian hukum karena sudah memperoleh sertipikat. 

C. Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 

1. Kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat Kantor Pertanahan Sleman 

untuk terus meningkatkan kepercayaan dan pelayanan informasi yang baik 

dan benar kepada pemegang hak milik atas tanah yang akan mendaftarkan 

tanahnya khususnya tanah yang statusnya Letter C dalam hal pemberian 

hak milik atas tanah.  

2. Kepada Kepala Desa setempat untuk memberikan penyuluhan kepada 

pemegang hak milik atas tanah akan pentingnya pendaftaran tanah bagi 

pemegang hak milik atas tanah yang kurang mampu yang akan 

mendaftarkan tanah miliknya. 

3. Kepada masyarakat khususnya pemegang hak atas tanah yang masih 

memiliki tanah dengan bukti kepemilikan Letter C agar melakukan 

pendaftaran tanah untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah sehingga 

dapat mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak milik tersebut. 
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